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Abstract 
 

The reason for the crime is a regulation that is primarily aimed at judges. This 

regulation sets out a number of conditions for the perpetrators, who have fulfilled the crime 

formulation regulated in the Act that should have been convicted but not convicted. The judge 

in this case, places authority on him (after hearing certain cases) as the actor who decides 

whether there has been a special situation in the author. In this case, the actual perpetrators 

or defendants have fulfilled all elements of the crime. However, there are a number of reasons 

which can lead to criminal violations or are excluded from the imposition of sanctions. The 

research method used in this study is normative juridical research, because this research uses 

a doctrinal legal approach. 

 

Abstrak 

Alasan terjadinya tindak pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada 

hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan 

kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. 

Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas padanya (setelah mendengar kasus-kasus 

tertentu) sebagai aktor yang memutuskan apakah telah ada situasi khusus dalam penulis. Dalam 

kasus ini, pelaku atau terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi semua unsur kejahatan. 

Namun, ada sejumlah alasan yang dapat menyebabkan pelanggaran pidana atau dikecualikan 

dari pengenaan sanksi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normarif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, SK Kemenkumhan, Pembebasan Narapidana, Covid-19. 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, 

pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi 

adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan 

narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian 

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang 

melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekurson narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia 

yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. 
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Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus 

penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kebijakan 

yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi 

lembaga pemasyarakatan dan rutan yang melebihi kapasitas. Sebagaimana jumlah narapidana 

dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga 

pemasyarakatan dan rutan hanya mampu menampung 131.931 orang. Oleh karena itu, Menteri 

Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-

19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak 

Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19. 

Berdasarkan hal tersebut, di dalam Surat Keputusan tersebut, bahwa pengeluaran 

narapidana dan anak lewat asimilasi dilakukan, pertama, bagi narapidana yang dua pertiga masa 

pidananya hingga 31 Desember 2020. Kedua, anak yang setengah masa pidananya hingga 31 

Desember 2020. Ketiga, narapidana dan anak yang tak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

yang tidak menjalani subsider, dan bukan warga asing. Sedangkan kriteria mengenai 

pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas dan Cuti Bersyarat), selain kriteria tersebut, maka ditambah lagi dengan adanya usulan 

yang dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, serta Surat keputusan integrasi 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai 

kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut 

didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan 

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 

M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak 

Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya 

penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 

Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Akan tetapi, tidak jarang narapidana 

yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah 

sepasang pencuri kendaraan bermotor yang kembali beraksi di Jalan Garuda, Perumnas 

Mandala, Percut Sei Tuan, dan Jalan Veteran, Batang Kuis, Deli Serdang. Mereka ditangkap 

karena diduga mencuri sepeda motor beberapa hari usai dibebaskan dari Lapas Tanjung Gusta. 

Kemudian, dua mantan narapidana Lapas Lamongan juga kembali ditangkap setelah kedapatan 

menjambret di Jalan Darmo, Surabaya. Padahal mereka baru dibebaskan melalui program 

asimilasi dan integrasi pada 3 April 2020 

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian 

perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dan dibiarkan berbaur ke masyarakat 

kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak 

akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah 

adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini 

dikembalikan ke dalam masyarakat. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program 

asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah pun turut serta dalam 

pengawasan terhadap narapidana tersebut..  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Apa faktor terbitnya SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 

tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan 

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19? 

b. Bagaimana efektivitas SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 

tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan 

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19? 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Narapidana 

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yaitu: Narapidana dalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang 

narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara 

dirampas oleh negara”. 

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali 

dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak 

manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan 

sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Hal tersebut sering terjadi sebelum 

masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan 

secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 

disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan 

pelayanan. 

B. Asimilasi dan Integrasi 

Pasal 14 menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa 

narapidana berhak:  

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e 

5. Menyampaikan keluhan; 

6. Mendaptkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang;  

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;  

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;  

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

pada tanggal 19 Mei 1999. Kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan sangat 

terlambat, namun demikian kita masih menghargai usaha pemerintah untuk mengatur dengan 

cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.  

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang 

mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini 
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secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 

M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat.  

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga 

narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena 

itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-

syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :  

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.  

2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk 

memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di 

tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. 

3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan 

pemasyarakatan.  

 

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani 

kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga 

pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan 

integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien 

dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang 

memperoleh hak tersebut.  

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan asimilasi 

dan integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan 

maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran. Sedemikian pentingnya tujuan asimilasi dan 

integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu 

sasaran umum pelaksanaan pemasyarakatan. Jadi jelas bahwa makna asimilasi dan integrasi 

adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan 

menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan 

syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan secara teknis 

diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 

Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan 

teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah 

:  

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan 

dijatuhi pidana;  

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.  

3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.  

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik 

yang bersangkutan.  

5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman 

disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.  
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6. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani 2/3 (dua 

pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 ( tiga ) bulan dengan 

ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di 

luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Terbitnya SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 

tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan 

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 

menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti 

Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat 

cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang 

kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan 

narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing 

warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk 

Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi over capacity dengan 

menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.  

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan 

baik bersifat atributif, mandataris maupun bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan 

tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan dalam 

menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kewenangan-kewenangan pemerintah 

tersebut banyak berkaitan dengan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan 

umum, tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangan pemerintah terkendala dengan belum 

adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga 

membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik 

dimaksud. 

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan 

perlindungan kesehatan dari pandemi Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu 

mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak 

melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan 

tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga 

pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan 

ancaman pandemi Covid-19. 

Di dalam suatu negara sudah pasti terdapat masalah berupa masalah kenegaraan yang 

perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam 

mencapai tujuan nasional, dengan demikian dicarikanya solusi atau jalan keluar terhadap 

masalah kenegaraan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan dalam rangka untuk 

mencapai suatu tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi 

negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat 

bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan 

bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi 

negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya 

atau belum diatur dalam undang-undang. 
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Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 

adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. Over capacity atau kelebihan kapasitas dalam Lembaga 

Kemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. 

Jika dilihat berdasarkan landasan filosofis maka peraturan dikeluarkan berkaitan 

dengan hak asasi manusia. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA di Indonesia 

memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau over capacity sehingga dianggap rentan 

terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Oleh sebab itu, sebagai upaya penyelamatan 

narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan 

kebijakan tersebut. Sedangkan landasan yuridis menekankan pada aspek hukum yang penting 

bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan 

harmonis. Berdasarkan landasan yuridis, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum 

dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi 

Para Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19. 

Namun, pembebasan narapidana tersebut tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa 

pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang 

tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, 

korupsi, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, 

dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga 

negara asing. 

Apabila sedikit menyinggung mengenai physical distancing yang selama ini 

diinstruksikan oleh pemerintah, kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas 

berlawanan dengan instruksi ini. Instruksi ini tidak bisa berjalan dengan kondisi penjara yang 

kelebihan kapasitas. Pembebasan narapidana secara singkat juga bisa menjadi penjaminan 

pemerintah terhadap hak hidup narapidana dalam kondisi pandemi seperti hak hidup yang telah 

diatur dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang ditekankan pada frasa hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. 

Wacana pembebasan narapidana akibat korupsi menuai polemik di kalangan 

masyarakat. Upaya peringanan hukuman bagi para koruptor ini dilakukan dengan merevisi 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Bina Pemasyarakatan. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan 

ada pembebasan narapidana koruptor. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini 

dikarenakan alasan pidana umum.  

Yasonna Laoly setidaknya merinci empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan 

melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan tersebut. Kriteria tersebut adalah narapidana 

kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani 

2/3 masa tahanan, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi 

yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan, dan bagi narapidana 

tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. 

Apabila melihat kriteria narapidana korupsi yang akan dibebaskan, menurut Yasonna Laoly, 

ada beberapa nama besar koruptor yang mungkin berpotensi untuk dibebaskan. ICW 

menyebutkan setidaknya ada 22 nama yang berpotensi dibebaskan antara lain pengacara senior 

O.C. Kaligis (77); eks Menteri Agama, Suryadharma Ali (63); eks Hakim Mahkamah 
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Konstitusi, Patrialis Akbar (61); eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (70); dan eks 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (70). Nama besar koruptor 

Setya Novanto juga tidak luput dari daftar nama ini. Setya Novanto yang tersandung kasus 

korupsi e-KTP sebesar 2,3 triliun berpotensi dibebaskan karena usianya sudah 64 tahun. 

Wacana ini bukan pertama kali muncul, tercatat pada 2015 saat Yasonna Laoly menjabat 

sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode pertama. Banyak pihak yang mengkritik 

wacana ini, salah satunya PUKAT UGM yang menilai bahwa pembebasan ini tidak berdasar 

karena jumlah narapidana korupsi di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan warga 

binaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.1 

Korupsi adalah suatu kejahatan yang serius bersama dengan narkotika dan terorisme. 

Jika revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan ini diberlakukan maka akan bertentangan 

dengan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang secara jelas pada Bab II mengecualikan 

narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan karena pandemi. 

Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK mengenai Tata Kelola Sistem 

Pemasyarakatan bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan narapidana korupsi. Salah satu 

rekomendasinya adalah menyarankan urutan prioritas dalam mengurangi narapidana sesuai 

dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Menurut KPK, tahanan korupsi saat ini hanya 

berkisar 5.000 orang dan tidak menyebabkan kelebihan kapasitas. Terlebih tahanan korupsi 

tidak berada dalam satu sel yang sama dengan tahanan lain. 

Kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang 

bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial 

terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel 

diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat 

mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, 

karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.  

Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga 

Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar 

mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi 

yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi 

sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun 

dan sudah menjalani masa hukuman 1/2 (satu perdua) masa pidana. Poin ini jugalah yang 

menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 

Yasona Laoly terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko 

penularan Covid-19.2 

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia 

terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari 

potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika 

itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat over crowded di 

Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan physical 

distancing sebagaimana anjuran pemerintah. 

 
1 Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi 

Covid-19”, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, 

April 2020, halaman 32. 
2 Muchlas Rastra Samara Muksin, “Asimilasi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Penegakan Hukum 

Pidana”, melalui http://metromerauke.com/, diakses tanggal 22 Juli 2020, Pukul 20.10 Wib. 
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Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan 

di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung 

penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data World Prison 

Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.3 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana 

dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal 

yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan 

kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut. 

Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pada hakikatnya 

narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh 

asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Para narapidana tentu tidak 

semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substantif dan 

administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa 

keadilan masyarakat. 

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan 

pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun 2020 ini terdapat 55.000 narapidana 

yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Namun, dengan 

adanya pandemi Covid-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang 

bersamaan.  

Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik, yakni pemerintah dinilai terlalu 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, 

yang  berakibat  pada  meningkatnya  angka  kriminalitas  di  situasi  seperti  ini. Apalagi 

pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, bukankah angka 

kriminalitas di situasi seperti ini cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun ini 

saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di 

seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 

7,04 persen. 

Di samping itu pun, kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi 

dari World Health Organization (WHO), United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya 

ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah 

mengidentifikasi bahwa overcrowding yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau 

tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-

19. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya outbreak di Lembaga 

Pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi 

tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan 

narapidana. 

Pemberian asimilasi dan hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah 

diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 

2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

 
3 Trias Palupi Kurnianingrum. Op. Cit., halaman 2. 
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Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak 

tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan 

narapidana. 

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak 

asimilasi dan hak integritas dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk 

dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang 

berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa Covid-19 ini. 

 

B. Efektivitas SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang 

Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan 

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19  

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program 

asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 10 Tahun 2020 

dalam rangka pencegahan dan penanggulagan penyebaran  Covid-19 yang saat ini masih 

mendapatkan pertentangan dibeberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa 

kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruanm karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau 

Rutan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk 

berdiam diri dirumah. 

Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru, melaikan 

program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid-19 terjadi di Negara 

Indonesia. Dapat dilihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Syarat dan Tata Cata Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  mengenai syarat pemberian 

asimilasi  tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi 

tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 10 Tahun 2020 

program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk 

melaksanakan sosial distancing. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut 

diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dimana memiliki tugas untuk 

melakukan pengawasan dan pembimbingan. 

Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program 

asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan 

masyarakat dan memiliki keterampilan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang 

mendapatkan program asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi 

tindak pidana yang sama. Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya 

beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal. 

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang 

beranggapan dikeluarkan juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik 

di Lembaga Pemasyarakatan tentang over kapasitas dengan memanfaatkan permasalahan 

Covid-19. Dalam Sistem Database Pemasyarakatan, narapidana dan tahanan saat ini berjumlah 

237.983 per tanggal 9 April 2020, sedangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di 

Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut jumlah narapidana ada 174.080, sedangkan 

narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi sebanyak 35.676 per 8 

April 2020. 
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Melihat data tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan 

untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas semata. Berbicara tentang 

permasalahan kelebihan  kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus dicari akar 

permasalahannya. Hal ini tentu dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di Negara 

Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah 

daerah dan masyarakat dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari 

sistem tersebut. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjara masih menjadi pidana pokok. Hal 

ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam 

KUHP, maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus 

yang memberikan hukuman alternatif lain, namun hal ini tidak terlalu terasa dampaknya 

positifnya untuk mengurangi permasalahan kelebihan  kapasitas. Berbeda dengan Rancangan 

KUHP yang sampai saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah 

diterapkan pidana pokok secara alternatif dan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang 

diberikan. 

Dari segi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan 

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga pemasyarakatan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan 

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam undang-

undang tersebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem 

pemidanaan sehingga permasalahan kelebihan  kapasitas tidak bisa dikatakan hanya 

permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, namun ini merupakan permasalahan yang terjadi 

akibat sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Tugas Lembaga Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan 

dengan harapan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, 

penuntutan, dan tidak memutus hukuman. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 10 Tahun 2020 

dalam rangka pencegahan dan penanggulagan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan 

Menteri Hukun dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur 

pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan 

intergrasi, maka di titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh 

narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh 

pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media 

dalam jaringan. 

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa 

dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah 

dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT dan 

mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan 

klien Pemasyarakatan yang menjalani integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan 

pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapakan dapat memberikan kepercayaan serta 

dukungan moral agar meraka dapat kembali bermasyarakat. 
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Program ini perlu diawasi dengan baik karena ternyata beberapa narapidana yang 

dibebaskan justru kembali terlibat melakukan kejahatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna 

H. Laoly menegaskan bahwa napi yang mengulangi tindak pidana akan dimasukkan kembali 

ke lembaga pemasyarakatan. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala dan peneliti 

senior ICJR, Anggara, berpendapat bahwa jumlah napi yang kembali berulah relatif kecil 

dibanding jumlah narapidana yang mendapatkan kebebasan dalam program asimilasi dan 

integrasi. Meskipun demikian, kejahatan narapidana tersebut telah berdampak pada tumbuhnya 

rasa takut di masyarakat. 

 

IV. KESIMPULAN  

Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan 

pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. 

Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. 

Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua 

konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, 

mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel 

isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang berulah lagi.  
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